NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : W.27 98 . _HH.05.05 TAHUN 2022
NOMOR : |70/0) /Ppe-0/ 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Silvester Sili Laba . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara,
beralamat di Jin. Abunawas Nomor 7A
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara beintak dan
untuk atas nama Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU;

2. Hamiruddin . Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi, beralamat di Jin. Wungka
Barakati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi
Tenggara, bertindak untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan ini teriebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai peran dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan di Daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan
tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan,
pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;



bahwa PIHAK KEDUA berhak menetapkan Peraturan Daerah dalam
melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk memberikan
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka
pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wakatobi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1.

M

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;

Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM Rl dan Menteri Dalam Negeri
Rl Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter
Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya
menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan
kerjasama pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud danTujuan

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membantu Dewan Perwakilan



2)

Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam Pembentukan Peraturan
Daerah di Kabupaten Wakatobi.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum
Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan,
tidak bias gender seta  memperhatikan terlaksananya penghormatan,

pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah di Kabupaten Wakatobi yang mencakup teh@pan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

Pasal 3
Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-
undangan dan Analis Hukum untuk membantu Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi;

PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA rencana
Program Pembetukan Peraturan Daerah Tahun yang akan datang untuk
dilakukan analisi terhadap aspek kewenangan;

PIHAK KEDUA melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi dan PIHAK PERTAMA melalui tenaga Perancang
Peraturan Perundang-undangan secara bersama melakukan analisa,
evaluasi, dan pemetaan Peraturan Daerah dalam rangka potensi
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Omnibus Law di Kabupaten
Wakatobi;

PIHAK KEDUA melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi serta PIHAK PERTAMA melalui tenaga Perancang
Peraturan Perundang-undangan secara bersama merumuskan Rancangan
Peraturan Daerah yang akan disusun; dan

PIHAK KEDUA melaiui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



V)

@

V)

Kabupaten Wakatobi serta PIHAK PERTAMA melalui tenaga Perancang
Peraturan Perundang-undengan secara bersama-sama msllikan

hermeniaasi, pombuleten, den pemantspen konsepsi Rancangan
Peraturan Desssh.

Faael 4
Pembiayaan

Segeia binys yang imbui delam rengla pelaksansen Mate Kesepahaman
ini dibebankan pas anggaran BERNG Masing-masing GREMeI dengan
ketontuan Peraturan Perundang-undidngan.

Passl 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini beriaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjangan atau diakhiri dengan
porestujuen PAIRA PINAK.

Apsbila PARA PHAK ingin mengskhiri Nota Kesepahaman imi, meka
PARA P bashawajiban mambesitahukan sale dengan yamg lennya,
pealing lambat 2 (dus) bulen sebelum Neta Kesopaiuaummn imi txseaivir

Peasi 6
Ketentuan Lein-ain

Hal-hel lain yang belum diatwr dan/atau belum owiwgp dimter dalem Nota
kosspakaton PARA PIHAK dan merupaken bagian tillek terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Apabila dikemudian her tordupst paibedaan penafiisan dun gamnessiahan
delem pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan elsh PARA
PIHAK secara musyawarah mufakat.

Paasi 7
Ketentuan Penutup
Demikian Nate iesspsheman ini dibuwet dan ditandatangani alsh PARA



PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA

PIHAK.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

SULAWESI TENGGARA

IR SILI LABA.




